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LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIM PENGAWASAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM

TRIWULAN IV TAHUN 2025




A. PENDAHULUAN

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi
pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk
mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan
korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan Zona Integritas
sudah selayaknya diterapkan pada seluruh Unit Kerja sebagai komitmen bersama
dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi hingga unit terkecil di lingkungan
pemerintahan umumnya dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas Il Merauke
khususnya untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari
strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN). Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam
mencegah pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas Il Merauke sebagai bagian dari
pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui
Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan ZI bertujuan untuk
mewujudkan Good Governance dan Clean Government menuju birokrasi
berkelas dunia, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Upaya tersebut dilaksanakan melalui Manajemen Perubahan, Penataan
tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas,
Penguatan pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat.

Penguatan Pengawasan yang didalamnya terdapat unsur Whistle
Blowing System juga telah disiapkan mulai aplikasi dan kebijakan serta
SOP tentang Pengelolaannya. Dalam rangka itulah akan disampaikan

laporan tentang aktifitas WBS.



B. DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1.

Maksud dari pelaksanaan kegiatan pengawasan Whistle Blowing System
adalah untuk mewujudkan rencana aksi pengawasan yang telah disusun.

Tujuan pelaksanakaan kegiatan pengawasan Whistle Blowing System adalah
untuk mengarahkan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun agar dapat

berjalan sesuai dengan target.



D. KEGIATAN YANG DILAKUKAN
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E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Saran

: Dari 3 rencana kerja, seluruhnya telah dilaksanakan

1. Tetap melaksanakan rencana aksisesuai dengan jadwal yang telah disusun, dan merencanakan pelaksanaan kegiatan

atas rencana aksi yang belum terlaksana.

2. Bagi pegawai dan masyarakat yang mengetahui kecurangan dan ingin menginformasikan dugaan terjadinya

pelanggaran di lingkungan BKK Kelas Il Merauke dan identitasnya ingin dirahasiakan dapat memanfaatkan aplikasi

WBS.




F. PENUTUP

Rencana aksi pengawasan Whistle-Blowing System yang disusun pada
TRIWULAN IV 2025, telah dilaksanakan. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan
diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pengawasan Whistle-Blowing System

dengan tetap menjaga identitas kerahasiaan pelapor.

Mengetahui, Merauke, Februari 2026
Ketua WBS

Tri Nindi Gaib, A.Md.K NIP
199406012018012001







